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Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha il
Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas NN
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan T
Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya .. T
penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, ‘ =] J ‘ il j ]
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) AVEIEE TR TR
Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bentuk JIMMY AM. SIMBOLON

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama KEPALA DINAS PUPKP
tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan
Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan
capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja DPUPKP
Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.
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Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan
fungsi di DPUPKP Kabupaten Bantul telah banyak
membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat
beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan
adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi
agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif
dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta
partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja DPUPKP
Kabupaten Bantul

Tahun 2025.

Banv'tukl,‘ 9 Februari 2026
-+ Kepala Dinas

Jimmy Airan Manuinpak Sirbolon, SE., M.Si.
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R RINGKASAN

Capaian kinerja DPUPKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdiri atas 6
(enam) indikator sasaran dengan capaian rata-rata sebesar 150,95%

Sedangkan capaian kinerja DPUPKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2025 terdiri atas 2 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran strategis dengan
capaian rata-rata sebesar 113,81%.

Target Realisasi

Target Realisasi

REALISASI KEUANGAN

REALISASI KINERJA
Keterangan : *) Berdasarkan PK Tahun 2025
**) Berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025

Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 91,75% dari pagu Rp158,55 milyar.
Berdasarkan realisasi jenis belanja, terealisasi, belanja operasi 93,87% dan belanja
modal 90,49%.
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Target Realisasi

Target Realisasi

Persen

laik fungsi

Target Realisasi

IK. 1.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Target Realisasi

IK. 1.4. Penduduk berakses air minum layak

Target Realisasi

IK1.5.Penduduk berakses sanitasi layak IK. 2.1. Penanganan kawasan kumuh

Target Realisasi
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PJANJIAN K

Capaian Capaian

Persen

IK. 1. Persentase 'kawasa.n kumuh IK. 1.1. Rumah tangga dengan akses
yang ditangani sanitasi aman

IK.1.2. Rumah Tangga dengan Akses IK. 1.3. Akses Rumah Tangga
Hunian Layak, Terjangkau Perkotaan terhadap
dan Berkelanjutan Air Siap Minum Perpipaan

Target Capaian

IK. 2. Indeks Pemerataan Infrastruktur IK. 2.1. Indeks Peningkatan
Infrastruktur Wilayah

Target Capaian
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e oo Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas
LSS0S e terdapat beberapa tantangan yang harus diwujudkan dalam
strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1.Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja yang berdampak

langsung pada pencapaian sasaran strategis,
2.Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
3.Mengoptimalkan pemanfaatan data, inovasi, dan teknologi informasi dalam

pengambilan keputusan,
4. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga,

pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan
keberlanjutan dan perluasan manfaat pembangunan infrastruktur

berkualitas di Kabupaten Bantul.
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LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
pertanggung-jawaban setiap instansi
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang
menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan
anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau
APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun /f%{f/éﬁ%ﬁ%@

2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
2.Peraturan Menteri PAN dan RB RI

W
e
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S
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M

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk e =1 _ R
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan ‘permeEa B 7 el g

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas % : i P 5 (s
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUJUAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA

1.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai;

2.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
untuk meningkatkan kinerja instansi.

K




LAPORAN KINERJA

"DPUPKP Kabupaten Bantul merupakan
perangkat daerah unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah."

TUGAS DAN FUNGSI DPUPKP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

BT NN - 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
S A T Oraanisasi - o
ganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
mtﬂl 5| W
AL “ﬁﬁ ‘H{:}t“{\:\i‘ A pada Pemerintah Kabupaten Bantul, DPUPKP
e e e mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud diatas, DPUPKP
menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang
pekerjaan umum, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang
pekerjaan umum, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pekerjaan umum, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman;

4, pelaksanaan administrasi pada Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

'y
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STRUKTUR ORGANISASI R

Jimmy AM Simbolon
Kepala Dinas

Eka Budisantosa
Sekretaris

Anang Surya J.
Kabid. Sumber Daya Air

Doma Faretaniko S.
Kabid Bina Konstruksi

Heru Prasetya
Kabid. Cipta Karya

&

&

, /
Agustina D. K Erwin Prasmanta
Kabid. Bina Marga Kabid. Perkim

UPTD

Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP
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SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi DPUPKP terdiri atas : a. Sekretariat Dinas, b. Bidang Sumber
Daya Air, c. Bidang Cipta Karya, d. Bidang Bina Marga, e. Bidang Perumahan dan
Permukiman, f. Bidang Bina Konstruksi, dan 4 (empat) UPTD. Ke-empat UPTD
adalah UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, UPTD Pengamatan Pengairan Opak
Oyo, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) dan UPTD Rusunawa dan
Permakaman.

Jumlah pegawai pada DPUPKP adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai DPUPKP Tahun 2025

JUMLAH
BIDANG JUMLAH ASN
WANITA
Kepala Dinas 1 1 -
Sekretariat 22 18 4
Bina Marga 13 10 3
Cipta Karya M 9 2
SDA 12 10 2
PERKIM 9 4 5
BIKON 8 8 -
UPTD WINONGO 6 6 -
UPTD OPAK OYO 6 6 -
UPTD RUSUNAWA 6 5 1
UPTD PALD 7 5 2

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026
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CASCADING KINERJA e

Selaras dengan upaya pencapaian pencapaian visi, misi, tujuan dansasaran . ...e0e

pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul mengampu skema kinerja (cascading)
sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN
DAN BUDAYA ISTIMEWA

Misi Mewujudkan Mewujudkan
ISI t £ i ek ; :
rans o'rma5| ekonomi transformasi
3 berbaS'IS sumbgrdaya ' [ES O G EVELE
lokal dldukyng investasi yang ramah lingkungan
untuk meningkatkan dan tangguh bencana
nilai tambah produk.

Tujuan ‘ Mengembangkan
4 Meningkatkan wilayah dengan
Pengnggulangan Infrastruktur yang
Kemiskinan Berkualitas dan
Ramah Lingkungan

Sasaran Sasaran
41 Menurunnya 5.2 Meningkatnya
Kedalaman Kualitas Layanan
Kemiskinan Infrastruktur

. Meningkatkan Meningkatkan
Tu;uan pengentasan kawasan pengentasan kawasan

PD4.1.1 kumuh dan pemerataan kumuh dan pemerataan
infrastruktur antar infrastruktur antar

wilayah wilayah

Sasaran Sasaran

PD4.1.1 Meningkatnya kualitas PD5.1.1 Meningkatkan akses
sarana dan o masyarakat terhadap
prasarana di infrastruktur

kawasan kumuh berkualitas

Gambar 2. Cascading Kinerja DPUPKP Tahun 2025 - 2029
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TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum
Perumahnan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 061/0471.A/EV.SAKIP /2025 tanggal 29 April 2025 saran/rekomendasi

sudah ditindaklanjuti sebagai berikut :

Saran/Rekomendasi

Meninjau kembali target Indikator Kinerja
Utama (IKU) terkait penentuan target
kinerja agar lebih menantang dengan

bercermin dari realisasi capaian kinerja
sebelumnya untuk peningkatan
akuntabilitas

Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat
monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap
triwulan dan setiap monev meliputi undangan,
daftar hadir, notula dan foto dokumentasi.
Notula dibuat sesuai dengan yang menjadi
pembahasan dalam rapat.

Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi
dalam pencapaian sasaran, program,
kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam
Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja
tahun mendatang

Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait
pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar
disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tugas

pokok dan fungsi organisasi termasuk
penyesuaian langkah kerja yang diperlukan

Tindaklanjut

Melakukan review dan pembahasan IKU
2025 - 2029

Melakukan pendokumentasian atas hasil
rapat monitoring dan evaluasi capaian
kinerja setiap triwulan dan setiap monev
meliputi undangan, daftar hadir, notula
dan foto dokumentasi

Melakukan penyusunan Laporan Kinerja
disertai dengan Penjelasan lebih
mendalam atas efisiensi dalam
pencapaian sasaran, program, kegiatan,
sub kegiatan

Melakukan Revisi SOP Pengumpulan
dan Pengolahan Data Kinerja

Gambar 3. Tindaklanjut LHE SAKIP DPUPKP Tahun 2025

21
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SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan
sistematika sebagaimana berikut:

Pendahuluan
Menjelaskan

latar belakang
dan penjelasan
AE
organisasi

Menjelaskan

ringkasan
Perjanjian
Kinerja
Perencanaan Menerangkan
Kinerja kesimpulan
umum dan
langkah
peningkatan
kinerja
04
Penutup

03

Akuntabilitas
Kinerja

Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
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RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah
mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 -
2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang
dalam RPIMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal lka".

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-4:

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan
pengelolaan risiko bencana”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPIMD Tahun
2025-2029.
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N

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 adalah : “Terwujudnya Kabupaten
Bantul Yang Maju, Kuat, Demoktratis dan Sejahtera dalam Bingkai
Keberagamaan dan Budaya Istimewa”

Untuk mewujudkan visi tersebut dicanangkan 5 misi utama Kabupaten
Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2026 - 2029.

Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan
berdaya saing

AR R N R R R A R A R R R R RN

-

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang
kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi
untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan
berkeadilan

AR R R R A A R R R R R R A R R R R R R

-~ _—

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis
umberdaya lokal didukung investasi untuk
meningkatkan nilai tambah produk

AR R N R R R A R A R R R R R RN

-

Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan
yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

\
\

AR R N R R R A R A R A R R R RN

Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian

budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, \

guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan \
\

martabat kemanusiaan e eee e
AR NN RN RN R R N R RN RN R R AR R R A R A R AR R R R R RN cesecoee

Gambar 5. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 . 41'.'.".:-:.','
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DPUPKP mengampu Misi ke-3 dan ke-4 sesuai dengan tugas pokok A
dalam menjalankan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. IR




LAPORAN KINERJA

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan Kabupaten Bantul,

maka tujuan pembangunan pada DPUPKP sesuai Renstra 2021 - 2026

yaitu “Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik”.
Sedangkan sesuai Renstra 2026 - 2029 tujuannya adalah

“Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan )
infrastruktur antar wilayah” Tujuan diukur menggunakan indikator L.
kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran DPUPKP Tahun 2021 - 2026
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MISI

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Peningkatan
kualitas
lingkungan
hidup,
infrastruktur
dan
pengelolaan
risiko bencana

Terpenuhinya
kualitas sarana
prasarana publik

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
publik

Tingkat Kemantapan
Jalan

Rasio bangunan
gedung yang laik
fungsi

Rasio luas daerah
irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan

Penduduk berakses air
minum layak

Penduduk berakses
sanitasi layak

Meningkatnya kualitas
kawasan permukiman

Penanganan kawasan
kumuh

Sumber : RPIMD 2021 - 2026
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MisI

MISI 3: Mewujudkan
transformasi ekonomi
berbasis sumberdaya lokal
didukung investasi untuk
meningkatkan nilai tambah
produk

TUJUAN

Meningkatkan
pengentasan kawasan
kumuh dan
pemerataan
infrastruktur antar
wilayah

INDIKATOR TUJUAN

Persentase
kawasan kumuh
yang ditangani (%)

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
di kawasan kumuh

Rumah tangga
dengan akses
sanitasi

aman (%)

Rumah Tangga
dengan Akses Hunian
Layak, Terjangkau
dan Berkelanjutan
(%)

Akses Rumah Tangga
Perkotaan

terhadap Air Siap
Minum Perpipaan
(%)*

MISI 4: Mewujudkan
transformasi infrastruktur
kewilayahan yang ramah
lingkungan dan tangguh
bencana

Meningkatkan
pengentasan kawasan
kumuh dan
pemerataan
infrastruktur antar
wilayah

Indeks Pemerataan
Infrastruktur
(Angka)

Meningkatkan akses
masyarakat terhadap
infrastruktur
berkualitas

Indeks Peningkatan
Infrastruktur Wilayah
(Angka)

Sumber : RPIMD 2026 - 2029
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KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam UL
rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, YT
penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi ' y'.'-'-f':°:o'.'.°.'.
bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah oo s .-,,:..'.'.'.'.'
berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Lo o hto
Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh B

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah
kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk
mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan
efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021 - 2026

Tujuan Strategi Kebijakan

Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

1. Peningkatan kualitas pembangunan

infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan | i- Peningkatan ketersediaan dan kualitas
dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) | infrastruktur yang lebih merata
Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi | ii. ~ Penyediaan infrastruktur  yang
gedung  pemerintah; ¢) Meningkatkan | mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
Terpenuhin | Meningkatnya pengembangan, operasi, pemeliharaan, @ iii. Penyediaan rumah dan permukiman yang
yakualitas | kualitas rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi layak dan aman sesuai peraturan
carana <arana dan 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan = perundang-undangan yang berlaku.
infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) iv. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana
prasarana | prasarana 3. Proaktif melakukan ekspose potensi @ jalan
publik publik kebutuhan pembangunan infrastruktur pada | V. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana
pemerintah pusat dan pemda DIY. gedung pemerintah
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam | Vi. Peningkatan pengembangan,

pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan | pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi
infrastruktur agar lebih berdaya guna dan | berbasis masyarakat (partisipatif)

berkelanjutan
Meningkatnya . . .
kualitas Pengembangan kawasan permukiman yang Peningkatan pengembangan, pemeliharaan
Kawasan sesuai dengan tata ruang dan peraturan permukiman berbasis masyarakat
perundang-undangan. (partisipatif)

permukiman

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026
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Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5.Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7.Program Penataan Bangunan Gedung
8.Program Penyelenggaraan Jalan
9.Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10.Program Pengembangan Perumahan
11.Program Kawasan Permukiman
12.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program
dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
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merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka.".
pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan.".".
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o Q
Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 - - - - .’ Dy
c * ° o 000000

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana publik

Tingkat Kemantapan Jalan

Rasio bangunan gedung yang laik fungsi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Penduduk berakses air minum layak
Penduduk berakses sanitasi layak
2 Meningkatnya kualitas kawasan Penanganan kawasan kumuh

permukiman

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026

Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatkan pengentasan kawasan
T kumuh dan pemerataan infrastruktur Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)
antar wilayah

Indeks Pemerataan Infrastruktur (Angka)

o Meningkatnya kualitas sarana dan Rumah tangga dengan akses sanitasi
' prasarana di kawasan kumuh aman (%)
Rumah Tangga dengan Akses Hunian
Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
(%)

Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Minum Perpipaan
(%)

Meningkatkan akses masyarakat Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah

2 terhadap infrastruktur berkualitas (Angka)

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2026-2029
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan UL
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan YT
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. IR DA AR
Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 = - . . .-,,,".’.'.'.'.’
yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Lo o hto
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 - B

2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target
kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu
kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD
Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 7. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2021 - 2026

Tujuan/Sasaran

. Indikator Kinerja Satuan
Strategis

Meningkatnya
1 R RS EE Tingkat Kemantapan Jalan Persen 79.66 I, 11, III, IV 0,0,0,79.66%
dan prasarana

publik

Rasio bangunan gedung

. . Persen 0.55 1, 10, 10 1V 0, 0, 0, 0.55%)
yang laik fungsi
Rasio luas daerah irigasi
VMR Persen 8145 I, II, IIl, IV 0,0,0, 81.45%)
kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan irigasi
Penduduk berakses air
; Persen 90.75 1, 10, 1 1V 0, 0, 0,90.75%
minum layak
Pemelelikset e el Persen 9695 I I, 1I, IV 0, 0,0, 96.95%
layak
Meningkatnya
kualit k
valitas kawasan | Penanganan kawasan Persen 5625  LILIILIV | 0,0,0,56.25%

permukiman kumuh

Keterangan : *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
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Tabel 8. Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2021 - 2026

No

10

1

12

13

14

Nama Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan
Persampahan Regional

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

Jumlah Anggaran

® o 00000
* o 0o 00000
c e 0000000

Anggaran

Rp. 17.335.389.868

Rp. 19.662.610.421

Rp. 20.149.487.888

Rp. 4.072.867.000

Rp. 11.186.262.042

Rp. 3.405.296.000

Rp. 1.403.156.980

Rp. 61.448.828.895

Rp.1.108.280.644

Rp. 3.977.209.792

Rp. 1.324.787.400

Rp.1.040.000.000

Rp. 4.965.037.824

Rp. 315.538.350

Rp. 151.394.753.104
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Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja e,
Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat AT
dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran IR DA AR
Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 L .."..:0.0.0...0
mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. PRI
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut : O OO

Tabel 9. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2025 - 2029

Tujuan/Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Target

Meningkatkan

pengentasan
T kawasan kumuh Persen.tase ka\{vasan kumuh Persen 5036 L ILIIL IV 0,0, 0,59.36%)
dan pemerataan yang ditangani
infrastruktur antar
wilayah

Indeks Pemerataan

*
Infrastruktur Angka 0.8632 I, 11,1, IV 0,0, 0,0.8632%)

Meningkatnya
Rumah tangga dengan
kualitas sarana e <

S . akses sanitasi Persen 25.51 1, 10, 1 1V 0, 0, 0, 25.51%)
dan prasarana di aman

kawasan kumuh

Rumah Tangga dengan
Akses Hunian

Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan

Persen 99.09 L IL LIV 0,0, 0,99.09%

Akses Rumah Tangga
Perkotaan terhadap Air Siap Persen 80 110 1V 0,0, 0, 80%
Minum Perpipaan

Meningkatkan

akses masyarakat Indeks Peningkatan

S22 terhadap . Persen 17 L LV 0,0, 0,1.7%
. Infrastruktur Wilayah
infrastruktur

berkualitas

Keterangan : *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
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Tabel 10. Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025 - 2029

No

10

n

12

13

14

Nama Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan
Persampahan Regional

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU)

Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana
Keistimewaan)

Jumlah Anggaran

® o 00000
* o 0o 00000
c e 0000000

Anggaran

Rp.18.198.467.827

Rp.20.240.241294 5 6 S OO
e o o 000000
e o 0o 0000
Rp.18.918.285.942
Rp.4.057.591.900

Rp. 11.142.117.714

Rp. 3.571.221.000

Rp.7.349.427.608

Rp. 61.618.068.695

Rp.1.073.071.744

Rp.3.887.775.592

Rp.2.118.227.500

Rp. 780.000.000

Rp. 5.645.842.400

Rp.O

Rp.158.600.339.216
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PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah CUSS.
ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian I
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program ' ,','_'.f-:.:.',‘,‘.’.
prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman SR .-,,,0'.?.'.'.'
Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing- e e
masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut : Ve e e

Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra
Tahun 2021-2026

No Tujuan/Sasaran Strategis Program Pendukung

1 Meningkatnya kualitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

sarana dan prasarana
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi

2 Meningkatnya ) kualitas ' program Pengembangan Perumahan

kawasan permukiman

Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026
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Tabel 12. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra R,
Tahun 2025 - 2029 ceceece 0

Tujuan/Sasaran
Strategis

Program Pendukung

Meningkatnya kualitas e
1 sarana dan prasarana Program Pengembangan Perumahan
di kawasan kumuh

Program Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan akses
masyarakat terhadap

infrastruktur
berkualitas

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan
Regional

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029
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INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN CAPAIAN
KINERJA

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi
https://esakip.bantulkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan
termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran
kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan OPD, cascading.

Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan
laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi
RPJIMD (E.60) yang harus di susun di level perangkat daerah dan pemda
periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
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LAPORAN KINERJA

"Pada tahun 2025,
sesuai dengan
Renstra 2021 -
2026, Nilai Kinerja
DPUPKP sebesar
150,95%

dengan kategori
Sangat Tinggi, yang
dihasilkan dari
capaian 6
indikator kinerja."

"Sedangkan
berdasarkan
Renstra 2025 -
2029, Nilai Kinerja
DPUPKP sebesar
13,81%

dengan kategori
Sangat Tinggi, yang
dihasilkan dari
capaian 6
indikator kinerja."
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi S o O

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun ::o:o:.:.:..
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan | Seceee
sasaran yang telah ditetapkan. ~.'_-.-_-'.::-:°:°:':o.

Dalam rangka memantau capaian kinerja tersebut, DPUPKP melakukan
pengukuran indikator kinerja secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan,
dengan memperhatikan karakteristik masing-masing indikator. Hasil pengukuran
selanjutnya dievaluasi dan dituangkan dalam laporan kinerja. Proses pengukuran
dan penghitungan capaian kinerja dilaksanakan menggunakan formula yang
mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan, serta didukung oleh pemantauan
capaian kegiatan melalui aplikasi eSAKIP ROPK (www.esakip.bantulkab.go.id).

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan pada 2
sasaran strategis dan diukur melalui 6 indikator kinerja menunjukkan capaian Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 150,95% dengan kategori Sangat Tinggi, yang
mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah direalisasikan melebihi
target melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan dukungan pengelolaan
kinerja yang efektif.
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan cececee
Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka OO0
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana -'-'-'-'-:::o.o':..o
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan - ) O
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target ﬂ;-;-;-;.’:'.'.:.:.'.'
kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan '.°.'_°:°:':°.°.0.
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. DO00O0O0OC

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2025 Target Capaian
No Tujuan/Sasara Indikator Kinerja Capaian Akhir s/d 2026
n Utama 2024 Realisa % Renstra = terhadap
Target si Realisasi (2026) = 2026 (%)
Tingkat Kemantapan g, o5 7966 = 6587 | 8260 8007 | 8227
Jalan
Rasio bangunan
gedung yang laik 1.32 0.55 2.33 0.60
fungsi
Meningkatnya = Rasio luas daerah
1 kualitas sarana  irigasi kewenangan
dan prasarana = kabupaten/kota 80.74 81.45 84.68 81.81
publik yang dilayani oleh
jaringan irigasi
Pendudukberakses g, 53 9075  90.01 86.76
air minum layak
Pendudukberakses o, g6 9695 = 92.36 100.00
sanitasi layak
Meningkatnya
2 kualitas Penanganan 56.04 5625  56.60 52.95
kawasan kawasan kumuh

permukiman

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026
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Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025

No

S

S2

Tujuan/Sasara
n

Meningkatkan
pengentasan
kawasan kumuh
dan pemerataan
infrastruktur antar
wilayah

Meningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana di
kawasan kumuh

Meningkatkan
akses masyarakat
terhadap
infrastruktur
berkualitas

Indikator
Kinerja Utama

Persentase
kawasan kumuh
yang ditangani

Indeks
Pemerataan
Infrastruktur

Rumah tangga
dengan akses
sanitasi

aman

Rumah Tangga
dengan Akses
Hunian

Layak,
Terjangkau dan
Berkelanjutan

Akses Rumah
Tangga
Perkotaan
terhadap Air Siap
Minum
Perpipaan

Indeks
Peningkatan
Infrastruktur
Wilayah

Capaian
2024

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2025
Realisa
Target .
Si
5936 56.6
0.8632 0.78626
25.51 2,535
99.09 99.25
80 80.95
17 3.01

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

%
Realisasi

Target
Akhir
Renstra
(2030)

100

0.8652

26.96

100

85

226

42

Capaian
s/d 2025
terhadap
2030 (%)

56.6
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap enam indikator kinerja utama Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025
sesuai dengan Perjanjian Klnerja Tahun 2025,
disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran
berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata
capaian sebesar 150,95%.

Sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025, dari enam indikator
kinerja sebanyak lima indikator berkriteria
Sangat Tinggi sedangkan satu indikator
mempunya kinerja Sangat Rendah dengan
rata-rata capaian sebesar 113,81%. Indikator
yang berkinerja Sangat Rendah yaitu Rumah
tangga dengan akses sanitasi aman.
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EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran strategis (SS) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan RCIUIOIC

Permukiman Kabupaten Bantul merupakan kondisi yang diinginkan serta "'.'_'_.'..:..‘}:':':'.
. °

dapat dicapai sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran I AR
(XX ]

program yang dilaksanakan, terdiri dari: R

S.S. 1
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Sasaran strategis 1 diukur melalui lima indikator di mana kelima indikator
mencerminkan upaya DPUPKP dalam memberikan peningkatan kualitas
infrastruktur di Kabupaten Bantul. Kelima indikator dijelaskan sebagai berikut :

IKS.S.1.1
Tingkat Kemantapan Jalan

Definisi

Tingkat kemantapan jalan adalah persentase panjang jalan dalam kondisi "baik"
dan "sedang" (mantap) dibandingkan total panjang jaringan jalan di suatu wilayah.
Ini merupakan indikator kinerja infrastruktur jalan yang menunjukkan kelayakan
lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Analisis Capaian

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan menunjukkan tingkat kemantapan
jalan sebesar 65,87%. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun
2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, total panjang jalan
kabupaten sepanjang 1.210,72km dengan 1.001 ruas jalan. Jalan dengan kondisi
mantap sepanjang 797,26km atau 65,87% dan kondisi tidak mantap sepanjang
413,22km atau 34,13%.

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan
hasil dari kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan,
talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten.
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o 000,
XXX
64,98 T ed000 0 0

- (81,99% dari target) . ::::::::::.'
/1N R

79,66 65,87 82,69

80,07 65,87 82,27

e Target Realisasi Capaian

Gambar 7. Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Tahun 2025 (%)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2025 adalah 79,66%, realisasi sebesar 65,87%, tercapai 82,69%
atau bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun
sebelumnya sebesar 81,99% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 0,7%. Target
capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 80,07%. Capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 82,27% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada tahun 2025, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan sesuai gambar di
bawah ini.

31,847 km

Peningkatan/
/. rehabilitasi jalan

\

3 unit
Rehabilitasi
jembatan

235 km

Pemeliharaan rutin

jalan

Gambar 8. Penanganan Jalan Kabupaten pada Tahun 2025

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bantul sebesar 65,87% ini, masih jauh di
bawah capaian kondisi jalan mantap pada jalan nasional di DI Yogyakarta sebesar
97,83% dan kondisi mantap jalan propinsi di Kabupaten Bantul sebesar 69,782%.

Diperlukan strategi dan percepatan untuk mengejar ketertinggalan penanganan
jalan di Kabupaten Bantul.
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Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021 - 2025

Tren kondisi jalan kabupaten
Bantul dalam 5 (lima) tahun
terakhir, menunjukkan angka
yang fluktuatif. Pada tahun
2022, kondisi jalan mantap naik
dari tahun 2021. Akan tetapi
pada tahun 2023 mengalami
penurunan. Lalu kondisi
kemantapan jalan kembali
meningkat sejak tahun 2023
sampai dengan 2025. Secara
rinci tercantum pada gambar
9

Penurunan kondisi
kemantapan jalan pada tahun
2023 disebabkan

bertambahnya ruas dan
panjang jalan kabupaten
sesuai Keputusan Bupati
Bantul Nomor 609 Tahun 2022

tentang Status Jalan dan 2021 2022 2023 2024 2025
Jembatan Kabupaten. Panjang

jalan kabupaten meningkat Gambar 9. Kondisi Jalan Kabupaten Bantul
menjadi 1.210,72 km dari Tahun 2021 - 2025

624,47km.
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Faktor penghambat dan pendukung kinerja ceseecsee
Meskipun mencapai target, pencapaian kinerja peningkatan kemantapan :.'..:.:.:..
jalan ini mengalami beberapa kendala yaitu : 1). keterbatasan jumlah, fungsi, - - - - -.'".::.......
dan kompetensi sumber daya manusia pengelola jalan dan jembatan; 2). - '.'.-_-.'.:.:0.0.0.0.0
keterbatasan alokasi anggaran yang masih bersumber dari APBD; 3). R A
pelaksanaan tender pemilihan barang dan jasa belum sesuai target waktu 2000000

yang ditetapkan, sehingga pekerjaan jalan menumpuk di akhir tahun; 4).
curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak pada jalan aspal cepat
mengalami kerusakan; 5). adanya kendaraan yang Over Dimension Over
Load (ODOL).

Sedangkan beberapa faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah : 1).
komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan
(periodisasi) secara tepat waktu, 2). adanya dana dari pusat melalui Inpres
Jalan Daerah dan program unggulan Bupati yang mampu memberikan
salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten.

Program/kegiatan penunjang indikator kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator Tingkat

kemantapan jalan adalah Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota dengan
subkegiatan utama yaitu Rehabilitasi jalan, Pemeliharaan rutin jalan dan

Rehabilitasi jembatan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus
meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). mendorong
peningkatan kompetensi SDM pengelola jalan dan jembatan; 2). mengupayakan
pendanaan dari luar APBD; 3). peningkatan komitmen SDM pelaksana dan
koordinasi lintas sektoral agar proses tender dapat berjalan sesuai jadwal; 4).
koordinasi lintas sektor dalam upaya penegakan aturan kelas jalan.
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IKS.S.].z e o 0o 00 00

Rasio bangunan gedung yang laik fungsi .:.:.:.:..

Definisi o ' :......
Merupakan Proporsi bangunan gedung non-residensial (kecuali rumah L e e e
tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang dinyatakan laik fungsi o oo
berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan. "Laik fungsi" berarti bangunan RO A

tersebut memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan indikator ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah
bangunan gedung yang laik fungsi dengan jumlah keseluruhan bangunan
gedung yang ada di Kabupaten Bantul, dikalikan 100 persen.

Penetapan suatu Gedung laik fungsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui
penerbitan Sertifikat laik fungsi atau SLF. SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan
oleh pemerintah untuk suatu gedung yang telah selesai masa pembangunannya.
Pemerintah akan menerbitkan SLF apabila bangunan tersebut rampung dibangun
mengikuti persyaratan kelaikan teknis yang sesuai dengan fungsi serta PBG
(Persetujuan Bangunan Gedung).

Analisis Capaian

1,32

- (263,78% dari target) -

/oL /oL

0,55 2,33 | 423 0,60 2,33 387,75

Target Realisasi Capaian

Target Realisasi Capaian

Gambar 10. Capaian Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi (%)
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Capaian kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,55%, realisasi sebesar 2,33%, £800000

tercapai 423% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun OO

2026 (akhir Renstra) sebesar 0,6%. Capaian tahun 2025 ini telah : '-.-_-_',::.-.o.o.o.
. °

menyumbangkan 387,75% dari target akhir Renstra tahun 2026. - (XA

Dari 67.785 unit gedung di Kabupaten Bantul terdapat 1.577 unit gedung yang '-:'.'_°.°.°‘°.°.0
telah memiliki SLF. Pencapaian sasaran pada indikator ini didukung oleh boooo00C
Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan berupa fasilitasi

penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBQ) serta

pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan

Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu

pencapaian indikator ini juga didukung oleh Program Pengembangan Jasa

Konstruksi dengan kegiatan yang berupa pelatihan tenaga terampil konstruksi

dan pengawasan jasa konstruksi.

Meskipun secara capaian telah jauh melampaui target, pencapapain indikator
ini menemui beberapa kendala yaitu : 1). proses penerbitan SLF melalui
simbg.pu.go.id yang dikelola oleh Kementerian PU dan digunakan oleh seluruh
Pemerintah Daerah, sering mengalami masalah pada server/aplikasi sehingga
menghambat penerbitan SLF; 2). kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap SLF; 3). kurangnya fasilitasi kepada masyarakat dalam mempercepat
pengurusan PBG dan SLF.

Sedangkan faktor pendukungnya adalah proses penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin
mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Upaya perbaikan ke depan dalam rangka pencapaian target indikator yang
lebih baik adalah melalui peningkatan pemahaman kepada masyarakat
terkait SKF serta peningkatan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka
percepatan proses penerbitan SLF.
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Rasio bangunan gedung yang laik fungsi Tahun 2022 - 2025

Tren rasio bangunan gedung

yang laik fungsi dalam 4

(empat) tahun terakhir,

menunjukkan angka yang

fluktuatif. Pada tahun 2023,

rasio bangunan gedung yang 3
laik fungsi naik dari tahun
2022. Akan tetapi pada tahun
2024 mengalami penurunan
dan meningkat lagi pada
tahun 2025. Secara rinci 3
tercantum pada Gambar 11.

Penurunan rasio bangunan
gedung yang laik fungsi pada
tahun 2024 disebabkan adanya
pendataan bangunan gedung
yang dilaksanakan oleh " o2 2023 2024 2025
DPUPKP dan diperoleh data

yang jauh lebih besar dari data

awal sehingga menyebabkan Gambar 11. Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
rasio bangunan gedung yang Tahun 2022 - 2025

laik fungsi mengalami

penurunan.
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IKS.S.1.3 e o 0o 00 00

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang ':°:°:°:°.
dilayani oleh jaringan irigasi IR DA AR

Definisi o e e s e
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota adalah perbandingan IR

antara luas daerah irigasi yang mendapatkan layanan jaringan irigasi
(dibangun/direhabilitasi/dipelihara) dengan total luas daerah irigasi yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota tersebut (umumnya hektar). Indikator
ini mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan irigasi.

Analisis Capaian

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target
yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81,45%, realisasi sebesar 84,68%, tercapai 103,97%
atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun
sebelumnya sebesar 99,57% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 4,4%. Target
capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,81%. Capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 103,51% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dibandingkan dengan capaian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pemda DIY) yang berupa Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 99,22%,
capaian Kabupaten Bantul jauh lebih tinggi. Kinerja ini tidak dapat dibandingkan
dengan kinerja nasional dalam penyediaan infrastruktur irigasi karena indikator yang
digunakan berbeda yaitu volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas
irigasi.

80,74

- (99,57% dari target) -

/LN /oL

81,45 84,68 (103,97 81,81 84,68 103,51

LR Esdlrl) LR Target Realisasi Capaian

Gambar 12. Capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan irigasi (%)
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Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Rt
Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) L,
Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten ','_',',f.:.:,'.‘:.’.
Bantul, dengan total luas 8.634 Ha. o FOO0C0C

Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah . . .". % e o o
irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total e
seluas 8.634Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 7.311,27Ha dapat

dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 84,68%

Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul,
didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan
irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi
permukaan. Data penanganan jaringan irigasi Tahun 2025 seperti tercantum
pada Gambar 13 berikut ini.

473,55Ha
Peningkatan/
Rehabilitasi

6.502,28Ha Operasional/

pemeliharaan

Gambar 13. Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)
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Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2021 - 2025

Tren rasio luas daerah irigasi
yang dilayani oleh jaringan
irigasi dalam 5 (lima) tahun
terakhir, menunjukkan angka
yang fluktuatif. Pada tahun
2022, rasio luas daerah irigasi
yang dilayani oleh jaringan
irigasi turun dari tahun 2021.
Akan tetapi mulai tahun 2023
mengalami kenaikan sampai
dengan tahun 2025. Secara
rinci tercantum pada Gambar
14.

Penurunan rasio luas daerah
irigasi yang dilayani oleh
jaringan irigasipada tahun 2022
disebabkan adanya efisiensi
anggaran infrastruktur dalam
rangka pemulihan COVID-19.

100

80

80.46

60

40

20

2021 2022 2023 2024 2025

Gambar 14. Rasio luas daerah irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Tahun 2021 - 2025
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Peningkatan/rehabilitasi daerah irigasi Tahun 2025 telah dilaksanakan pada
13 (tiga belas) daerah irigasi dengan rincian seperti pada Gambar 15. cecccee

Bayem 33.5

Gayam [l 1062 L e e
Gupit [ 1534 B
e e o 0000

Jotawang 126.23

Karangploso

Kemiri

Kepuh Kulon 209

Klegen - 14.72

Pacar 58.7
Sindet 4519
Timbulsari 32.52
Talok . 825

Bangeran . 10.2
20 40 60 80 100 120 140

[©)

Gambar 15. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja rasio adalah : 1). komitmen SDM
pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai
periodisasi yang telah ditetapkan dan 2). adanya peluang rehabilitasi dan
pembangunan saluran irigasi dari anggaran pemerintah pusat. Sedangkan faktor
penghambat pencapaian kinerja ini adalah:
¢ Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
e Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
e Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau
kotoran ke saluran irigasi
e Tingginya sedimentasi
e Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang telah
ditetapkan
e Alih fungsi lahan pertanian
e Penutupan salauran irigasi tidak sesuai ketentuan
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Upaya perbaikan kinerja dalam mendukung pencapaian target indikator ini

‘‘ceg 00000
‘e 000000
c o 000000
e o 0o 000 00O
e o o000 000

Salah satunya adalah melalui inovasi SICEPAT JARI atau Sistem Informasi Cepat s e e e e
Jaringan Irigasi yang merupakan aplikasi berbasis WebGis. Cukup dengan membuka

link webgisirigasi.bantulkab.go.id masyarakat dapat mengetahui informasi Daerah

Irigasi, membuka akses pelaporan kerusakan irigasi, mengetahui data hasil

perhitungan Rencana Anggaran Belanja untuk penanganan kerusakan, dan melihat
respon DPUPKP terhadap laporan tersebut.

adalah melalui rehabilitasi fisik (perbaikan saluran/pintu air), peningkatan cecccce
efisiensi distribusi air (modernisasi), dan penguatan manajemen .-:.:.:.:.:.:.:.:..
kelembagaan (P3A), normalisasi saluran dari sedimentasi, penggantian ~'-‘-_-_t.;.:.........
saluran tanah ke beton, serta penerapan teknologi irigasi cerdas. o KA

Foabiupatem Bamtul

Gambar 16. Interface Aplikasi SICEPAT JARI Kabupaten Bantul
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IKS.S. 1.4
Penduduk Berakses Air Minum layak

Definisi Il
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 'r'.'.'-t':{.':.'.'.
Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar - - - - .',.:..'.'.'.'.'
pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan '~'-:-'-'.'.'.°.°.'.'
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya OO0

berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan
SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati
Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul
2021 -2026. Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu
parameter penentuan kualitas penyediaan air minum.

Akses rumah tangga terhadap air minum layak di Indonesia, berdasarkan definisi
SDGs, merujuk pada penggunaan sumber air terlindungi (leding, sumur bor/pompa,
sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan).

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penduduk berakses air minum layak adalah 90,91% dari
target 90,75% atau tercapai 100,18% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian
tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 86,76% maka capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 104,78% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian tahun ini sebesar 100,18% turun sebesar 6,21% dari capaian tahun 2024
sebesar 106,39%.

90,63
(106,39% dari target)

/oL /LN

90,75 90,91 100,18 86,76 90,91 104,78

ULIEES GESALIE T TLIED) Target Realisasi Capaian

Gambar 17. Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak (%)
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Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui o,
Program ini telah dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air R T
minum di Kabupaten Bantul, berupa peningkatan/perluasan SPAM ',','_'_f.:.::.'.'.'.
jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. I A ACASAS A

e o 0o 000000

Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan cecceccee

Kabupaten Bantul Tahun 2025 seperti pada Gambar berikut : Treeees
oo
& ¥
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(@]
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500
400
300 o
200
170 § 170
10 100§ 102
O

Gambar 18. Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)
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Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2021 - 2025

(0] 50
Penduduk berakses air minum Sone oo
layak di Kabupaten Bantul Tahun
2021 - 2025 mengalami kenaikan
setiap tahunnya. Kenaikan akses 202 2063
penduduk terhadap air minum
layak ini didukung oleh 20235 A
pembangunan infrastruktur
penyediaan air minum dengan 2022 8922
pelibatan berbagai stakeholder
terkait. Secara rinci data 2021 e

penduduk berakses air minum

layak Tahun 2021 - 2025
tercantum pada Gambar 19. Gambar 19. Penduduk berakses air minum layak
Tahun 2021 - 2025

Data akses air minum layak Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 90,91% lebih
rendah dibandingkan capaian akses air minum layak nasional sebesar 93,22%, dan
capaian akses air minum layak Pemda DIY sebesar 97,33%.

Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Program ini telah
dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul,
berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.
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Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penduduk berakses

air minum layak adalah: L
-Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang AR A A AR A
telah ditetapkan o ':.":::.':.'.
-Keterbatasan air baku e eI
-Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum O IO
yang layak LSS

-Belum optimalnya pendataan pemenuhan SPM
-Rencana pembangunan SPAM masih banyak yang belum terealisasi
-Kesadaran masyarakat masih kurang

Sedangkan pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah :

-Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa
sesuai periodisasi yang telah ditetapkan.

-Adanya dukungan anggaran dari luar APBD

Upaya perbaikan kinerja akses air minum layak difokuskan pada peningkatan
infrastruktur, optimalisasi peran operator air minum, dan pemberdayaan masyarakat.
Strategi utamanya melibatkan program Pamsimas, perluasan jaringan perpipaan,
pemeliharaan pascabencana, serta edukasi pelestarian lingkungan untuk menjaga
kualitas sumber air.
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IKS.S.15
Penduduk Berakses Sanitasi layak

Definisi e
Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses ' r'.'.'-t':{.':.'.'.
sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan C .',.:..'.'.'.'.'
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. '-'-:-:.'..'.':...'.'
Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) OO0

layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter
penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air imbah domestik. Sanitasi
layak adalah fasilitas pembuangan tinja yang memenuhi standar kesehatan,
menggunakan kloset leher angsa, serta terhubung ke tangki septik atau IPAL untuk
mencegah penyakit

Analisis Capaian
Capaian indikator kinerja penduduk berakses sanitasi layak adalah 92,36% dari target
96,95% atau tercapai 95,27% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun
2026 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan
92,36% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian tahun ini sebesar 95,27% turun sebesar 3,6% dari capaian tahun 2024 sebesar
98,87%.

92,86

- (98,87% dari target) -

/oL /LN

96,95 92,36 (95,27 100 92,36 (92,36

s [l S Target Realisasi Capaian

Gambar 20. Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak (%)
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Capaian indikator ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah. Peningkatan akses penduduk o,
terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten R T
Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/ ',','_'_f.:.::.'.'.'.
perluasan SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun - ..-..0.0.0.0.0.0
SPALD Terpusat Skala Kota. F e ee0000

e o 0o 000000

Data perluasan sambungan rumah (SR) SPALD Terpusat dan pembangunan AR
tangki septik pribadi (SPALD Setempat) seperti pada Gambar berikut :

200

150

100
| I

&9

Gambar 21. Data Peningkatan/Perluasan SPALD
Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)
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Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025

Tren penduduk berakses sanitasi
layak dalam 5 (lima) tahun

92.86 92.36

terakhir, menunjukkan angka 87.86
yang fluktuatif. Penurunan dan 80
kenaikan angka penduduk
berakses sanitasi layak ini sangat 60
dipengaruhi oleh ketersediaan
anggaran pembangunan 40
infrastruktur pengolahan air
limbah domestik. Dan tidak dapat
dipungkiri bahwa Kabupaten 20
Bantul masih sangat tergantung

(0]

dengan anggaran dari pusat.

100

. 2021 2022 2023 2024 2025
Salah satunya melalui Dana
ALokasi Khus (DAK). Secara rinci Gambar 22. Penduduk Berakses Sanitasi Layak
tercantum pada Gambar 22. Tahun 2021 - 2025

Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kabupaten
Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon
Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon
Bambanglipuro.
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Dibandingkan dengan capaian nasional dan propinsi, capaian akses
sanitasi layak Kabupaten Bantul masih di atas capaian nasional yaitu UL
85,37% dan lebih rendah dari capaian Pemda DIY sebesar 96,94%. I

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penduduk . '.'.'.'J';{'.’.'.’.’
berakses sanitasi layak adalah : [P
-Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang LUSSSSS

telah ditetapkan

-Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang
layak

-Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS

-Belum optimalnya pendataan pemenuhan SPM Air Limbah

Sedangkan pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah :

-Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa
sesuai periodisasi yang telah ditetapkan.

-Adanya dukungan anggaran dari luar APBD

Upaya perbaikan kinerja akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dilakukan
melalui percepatan pembangunan sanitasi permukiman, yang mencakup
pembangunan tangki septik komunal/individual, pembangunan infrastruktur
pengolahan air limbah domestik, serta edukasi perilaku hidup bersih (stop BABS).
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S.S. 2.
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman ceicesese

IK S.S. 2.1 R ROAAARA
Penanganan kawasan kumuh PR DL AR

. .-.-.o.o.o.o.o.o
Definisi LSS
Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan
yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya
harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat
330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon

dan 31 Kalurahan.

Indikator penanganan kawasan kumuh adalah kriteria untuk mengukur keberhasilan
perbaikan kondisi hunian, yang mencakup aspek fisik (bangunan, jalan, drainase,
limbah, sampah, proteksi kebakaran) dan akses air bersih.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penanganan kawasan kumuh adalah 56,60% dari target
56,25% atau tercapai 100,62% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun
2026 (akhir renstra) sebesar 52,95% maka capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 106,89% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian tahun ini sebesar 100,62% turun sebesar 76,33% dari capaian tahun 2024
sebesar 176,95%.

56,04
(176,95% dari target)

/oL /LN

56,25 56,60 100,62 52,95 56,60 106,89

Target Realisasi Capaian

Target Realisasi Capaian

Gambar 23. Capaian Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh (%)
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Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1) Program Pengembangan Perumahan 0806000
2) Program Kawasan Permukiman Sl e

3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh j'.'_'_f.:.:.o.o.....
4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) L $O000C

e o 0o 000 00O
e o 00000

Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah berhasil menangani PR
beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan kawasan kumuh di

Kabupaten Bantul. Data penanganan kawasan kumuh (dalam ha) di Kabupaten

Bantul pada 7 (tujuh) Kapanewon Tahun 2021 -2025 seperti pada Gambar berikut

ini:
® 2021 2022 2023 2024 @ 2025
60
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40
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20
10
j 71
e
O —-— [ | 191
Banguntapan Bantul Kasihan Pajangan Piyungan Sedayu Sewon

Gambar 24. Data Penanganan Kawasan Kumuh
Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 (Ha)
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Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2022 - 2025

Tren penanganan kawasan
kumuh dalam 4 (empat) tahun
terakhir, menunjukkan
peningkatan yang signifikan.
Peningkatan ini didukung oleh
komitmen SDM pelaksana
kegiatan, adanya dukungan
anggaran dari luar APBD dan
adanya kolaborasi dengan
Perangkat Daerah lain dalam
penanganan kawasan kumuh.
Secara rinci tercantum pada
Gambar 25.

60

56.04 56.25

44.72

2022 2023 2024 2025

Gambar 25. Penanganan kawasan kumuh

Tahun 2022 - 2025

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan
kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan
lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum clean and clear sehingga
menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.

Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui
pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan
sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk
pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat,
Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh'.
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EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

T.1. '.-.--'.:.Ooooo
SRR e®00 0 0

Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan = R AR

infrastruktur antar wilayah L

IKT.1.1
Persentase kawasan kumuh yang ditangani

Definisi

Lingkungan kumuh (permukiman kumuh) adalah kawasan hunian yang tidak layak
huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, serta kualitas
sarana dan prasarana dasar yang buruk. Kondisi ini ditandai dengan hunian semi-
permanen, sanitasi buruk, sampah tidak terkelola, dan lokasi yang seringkali tidak
resmi (ilegal)

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah luasan kawasan kumuh yang
ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan kawasan kumuh dikali
100%

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan
yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya
harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26
Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 (tujuh) Kapanewon
dan 31 Kalurahan.

Dalam rangka pemutakhiran data kawasan kumuh, telah terbit Keputusan Bupati
Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh. Dengan Keputusan ini luas kawasan kumuh di Kabupaten
Bantul menjadi 200,22 Ha yang berada pada 10 (sepuluh) Kapanewon di Kabupaten
Bantul. Selengkapnya, data kawasan kumuh seperti pada Gambar berikut :
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Gambar 26. Data Luasan (Ha) dan Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten
Bantul sesuai SK Nomor 537 Tahun 2024

Dengan luasan kawasan kumuh sebesar 200,22 Ha, Kabupaten Bantul mentargetkan
akan tuntas pada Tahun 2030. d

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul senantiasa dilaksanakan dengan
menggandeng berbagai stakeholder. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas
kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penanganan kawasan kumuh adalah 56,60% G eeeeee
dari target 59,36% atau tercapai 95,35% atau bernilai kinerja sangat s
tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 100% maka AR AR A A
capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 56,60% dari target akhir o :.":::.':.'.
Renstra tahun 2030. PEPERS L A A A
Capaian tahun ini sebesar 95,35% turun sebesar 81,60% dari capaian PR A A
tahun 2024 sebesar 176,95%.

56,04

- (176,95% dari target) -

ool /N

59,36 56,60 (95,35 100 56,60 56,60

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Gambar 27. Capaian Kinerja Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)

Capaian indikator ini terlaksana melalui program: 1) Program Pengembangan
Perumahan, 2) Program Kawasan Permukiman, 3) Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh, dan 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana
Dan Utilitas Umum (PSU). Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah
berhasil menangani beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan
kawasan kumuh di Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan
kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan
lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum clean and clear sehingga
menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.

Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui
pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan
sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk
pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat,
Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh".
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IKT.1.2
Indeks Pemerataan Infrastruktur

Definisi .'.-.-.-000000

.. . . 00
Indeks Pemerataan Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan ) Seeees
S . . . S v e e (XN
untuk menilai tingkat kesetaraan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SRR ..'.:.......
antar wilayah dalam suatu daerah (misalnya antar kapanewon di Kabupaten R
Bantul). cecccee

Rumus perhitungan indikator ini adalah rata-rata dari Koefisien Variasi Kondisi Jalan
Kabupaten Yang Baik, Koefisien Variasi Akses Air Minum Aman, Koefisien Variasi
Akses Air Limbah Domestik Aman, Koefisien Variasi Kondisi Saluran Irigasi dan
Koefisien Variasi PBG-SLF).

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Indeks Pemerataan Infrastruktur adalah 0,7862 dari
target 0,8632 atau tercapai 109,79% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target
capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 0,8582 maka capaian tahun 2025 ini
telah menyumbangkan 109,15% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini
merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya

sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun
sebelumnya.

/LN /LN

0,8632 0,7862 (109,79 0,8582 0,7862 (109,15

Target Realisasl Capalan Target Realisasi Capaian

Gambar 28. Capaian Kinerja Indeks Pemerataan Infrastruktur
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Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi lebih kecil dari target yang cecccee
telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun SUSSSS S
lebih merata dibandingkan dengan target. Semakin kecil angka Indeks .:.::O:o:o:o.
Pemerataan Infrastruktur maka semakin merata inftastruktur di suatu ) :ou eo e
wilayah. v'!';"-.-':...o.o.o.o.

c o 000000
e o 0o 000 00O
e o 0o 000000

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Kebijakan pembangunan cecccoe
yang berorientasi pemerataan wilayah, 2). Perencanaan pembangunan berbasis

data dan kewilayahan, 3). Alokasi anggaran yang proporsional, 4).Sinergi

program antar sektor infrastruktur, 5). Dukungan program pemerintah pusat dan

provinsi, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Kondisi geografis
dan topografi wilayah, 2). Pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah
yang tidak seimbang, 3). Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia,
4).Dampak bencana atau kerusakan infrastruktur.

Upaya perbaikan Indeks Pemerataan Infrastruktur merupakan langkah-langkah
strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan infrastruktur antar wilayah sehingga akses dan kualitas layanan
infrastruktur menjadi lebih merata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan : 1).
Penyusunan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, 2). Penentuan
prioritas pembangunan pada wilayah yang masih tertinggal, 3). Peningkatan
sinergi antar sektor infrastruktur, 4). Pemanfaatan data dan teknologi informasi, 5).
Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemerintah desa, 6).
Optimalisasi dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, dan 7).
Peningkatan pemeliharaan infrastruktur.
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S.S.1.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh

IKS.S. 1.1 AR S
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman 1 Weesss

‘eee @000 0O

‘e 000000

c* e 0o 000000

Definisi ccco000000

s s 000000
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki * ******
dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan serta

mampu mengelola limbah domestik (air limbah dan tinja) secara aman sehingga

tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan

masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses
terhadap SPALD-T ditambah jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki
septic dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)) dibagi
dengan jumlah total rumah tangga kali 100%

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah
25,34% dari target 25,51% atau tercapai 99,33% atau bernilai kinerja sangat tinggi.
Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 26,96% maka capaian tahun 2025
ini telah menyumbangkan 93,99% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator
ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun

sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan
tahun sebelumnya. ;

/LN /LN

25,51 25,34 (99,33 26,96 2534 93,99

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Gambar 29. Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
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Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 belum cecccee
mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghamlbat tercapainya kinerja SUSSSS S
ini adalah : 1. Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, 2). .:..0:0:0:0:0.
Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat, 3). ) :ouo oo
Keterbatasan lahan permukiman, 4).Infrastruktur pengolahan air limbah .::-:0:0:':0.
yang belum memadai, 5). Kondisi geografis dan lingkungan, 6). AP
Keterbatasan layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja, dan 7). ceeeeee

Keterbatasan dukungan program dan pendanaan.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan
program pemerintah, 2). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku
hidup bersih dan sehat, 3). Bantuan pembangunan sarana sanitasi,
4).Peningkatan infrastruktur sanitasi, 5). Peningkatan kondisi ekonomi
masyarakat, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, dan 7). Integrasi
pembangunan sanitasi dengan program permukiman.

Upaya perbaikan kinerja rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan
langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang
memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan
serta pengelolaan limbah domestik yang aman. Beberapa upaya perbaikan yang
dapat dilakukan:1). Peningkatan pembangunan sarana sanitasi layak, 2).
Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, 3). Peningkatan edukasi
dan sosialisasi kepada masyarakat, 4). Pemberian bantuan stimulan
pembangunan sanitasi, 5). Penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat, ©).
Integrasi program sanitasi dengan program permukiman, dan 7). Penguatan
pendataan dan monitoring sanitasi.
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IKS.S. 1.2
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan e
Berkelanjutan S e e e e e e

Definisi DR A A
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan IR

adalah rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi standar
kelayakan hunian, dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat,
serta didukung oleh lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan.

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah rumah tangga hunian layak,
terjangkau, Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100%

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau
dan Berkelanjutan adalah 99,25% dari target 99,09% atau tercapai 100,17% atau
bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar
99,32% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,94% dari target
akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum
pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan
capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

VAR NN /LN

99,09 99,25 (100,17 99,32 99,25 /99,94

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Gambar 30. Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
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Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah cecccee
melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh SUSSSS S
pelaksanaan : 1) Program Pengembangan Perumahan, 2) Program .:..0:0:0:0:0.
Kawasan Permukiman, 3) Program Perumahan dan Kawasan o ) :ouo oo
Permukiman Kumuh, dan 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan .::-:0:0:':0.
Utilitas Umum (PSU). ccrececeee

Faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan kemampuan
ekonomi masyarakat, 2). Keterbatasan ketersediaan lahan perumahan, 3). Harga
bahan bangunan yang terus meningkat, 4).Infrastruktur permukiman yang
belum memadai, 5). Masih adanya kawasan permukiman kumuh, 6). Status
kepemilikan tanah yang belum jelas, 7). Keterbatasan program bantuan
perumahan, dan 8). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standar rumah
layak huni.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan
program pemerintah, 2). Ketersediaan program bantuan perumahan, 3).
Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), 4).Ketersediaan
lahan untuk pembangunan perumahan, 5). Peningkatan kondisi ekonomi
masyarakat, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, dan 7). Penataan
dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Upaya perbaikan kinerja indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau, dan Berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk
meningkatkan jumlah rumah tangga yang menemypati hunian yang memenuhi
standar kelayakan bangunan, dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi
masyarakat, serta berada pada lingkungan permukiman yang sehat dan
berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Peningkatan
kualitas rumah tidak layak huni, 2). Pengembangan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, 3). Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)
permukiman, 4). Penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh, 5).
Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, 6). Peningkatan
koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dan 7).
Peningkatan pendataan dan monitoring kondisi perumahan.
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IKS.S. 1.3
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum e
Perpipaan S e e e e

Definisi PRRCICR R AR
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah IR
persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh layanan air treeeese
minum yang memenuhi standar kualitas air minum dan disalurkan melalui

sistem jaringan perpipaan.

Air siap minum perpipaan merupakan air yang telah melalui proses pengolahan
sehingga memenuhi standar kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi atau
digunakan sebagai air minum oleh masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah rumah tangga perkotaan yang
memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dibagi dengan jumlah total
rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota Administratif Kabupaten) kali 100%.

Catatan : Karena Kabupaten Bantul belum memiliki akses air siap minum perpipaan
maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota
administrasi yaitu Kapanewon Bantul.

Analisis Capaian

/LN /LN

80 80,95 101,19 85 80,95 |[95,24

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Gambar 31. Capaian Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
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Capaian indikator kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air
Siap Minum Perpipaan adalah 80,95% dari target 80% atau tercapai 101,19%
atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir oo

e o0 0000
renstra) sebesar 85% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan T
95,24% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan ' ,'.'.'.f-:o:.'.‘,‘.’,
indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya S A
sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun . .. . 0% % e e o
sebelumnya. LSS

Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah melampaui
target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum serta kerjasama
yang baik dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
Kabupaten Bantul.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan
program pemerintah, 2). Ketersediaan sumber air baku yang memadai, 3).
Peningkatan kapasitas dan kinerja pengelola air minum, 4).Dukungan
pendanaan pembangunan infrastruktur air minum, 5). Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap kualitas air minum, dan 6). Integrasi pembangunan air
minum dengan pengembangan permukiman

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan
jaringan perpipaan air minum, 2). Keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air
minum (SPAM), 3). Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur,
4).Kondisi infrastruktur yang belum optimal, 5).Keterbatasan kemampuan
masyarakat untuk pemasangan sambungan rumah, 6). Pertumbuhan kawasan
permukiman yang cepat, dan 7). Keterbatasan kapasitas pengelolaan layanan air
minum.

Upaya perbaikan kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan
jumlah rumah tangga perkotaan yang memperoleh layanan air minum berkualitas
melalui jaringan perpipaan secara berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang
dapat dilakukan : 1). Pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan air minum,
2). Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM), 3). Peningkatan
kualitas pengelolaan layanan air minum, 4). Integrasi pembangunan air minum
dengan pengembangan kawasan permukiman, dan 5). Penguatan koordinasi dan
dukungan pendanaan pembangunan
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S.S.2
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

IK S.S. 2.1 e
Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah R AN

Definisi . cecoceooe
Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah adalah indikator komposit yang A
digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau peningkatan kualitas dan

ketersediaan infrastruktur pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Indeks ini menggambarkan sejauh mana pembangunan infrastruktur di suatu

daerah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari

peningkatan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah rata-rata pertumbuhan kondisi jalan
kabupaten yang mantap, pertumbuhan kondisi akses air minum aman,
pertumbuhan kondisi akses air limbah domestik aman, pertumbuhan kondisi
saluran irigasi, dan pertumbuhan PBG-SLF.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah adalah 3,01%
dari target 1,70% atau tercapai 177,02% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target
capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 2,26% maka capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 133,16% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini
merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya
sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun
sebelumnya.

/LN /LN

1,70 3,01 (177,02 2,26 3,01 (133,16

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Gambar 32. Capaian Kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah
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Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah

melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh REREAXLS
pelaksanaan beberapa program yaitu : 1). 1.Program Penyelenggaraan Jalan, RRUUUUCE
2). Program Penataan Bangunan Gedung, 3). Program Pengembangan Jasa ~’-‘-_-_t.;.:.........
Konstruksi, 4). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), 5). Program I AAA A
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, ©). ',',','_-:::-:.'.'.'

s sc000000

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, 7). Program ceeeccee
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dan 8). Program rreeeese
Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan
program pemerintah, 2). Ketersediaan anggaran yang memadai, 3).
Perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis data, 4).Pengembangan
dan peningkatan kualitas infrastruktur, 5). Sinergi dan koordinasi antar sektor
pembangunan, 6). Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, dan 7).
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan infrastruktur.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan
anggaran pembangunan, 2). Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya
manusia, 3). Kondisi geografis dan lingkungan wilayah, 4).Kerusakan infrastruktur
yang lebih cepat dari upaya perbaikan, 5).Keterbatasan dukungan pendanaan
dari sumber lain, dan 6). Pertumbuhan wilayah dan kebutuhan infrastruktur
yang cepat.

Upaya perbaikan kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah merupakan
langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan
cakupan infrastruktur sehingga pelayanan infrastruktur kepada masyarakat
semakin baik dan nilai indeks mengalami peningkatan. Beberapa upaya perbaikan
yang dapat dilakukan : 1). Penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur, 2).
Peningkatan alokasi dan optimalisasi anggaran pembangunan, 3). Pembangunan
dan peningkatan kualitas infrastruktur, 4). Peningkatan pemeliharaan
infrastruktur, 5). Penguatan koordinasi antar sektor pembangunan, 6).
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi infrastruktur, 7). Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, dan 8). Optimalisasi dukungan pendanaan dari
berbagai sumber.
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AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan .-:.:.:.:.:.:.:..
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang ARG
dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas o '-"'.::.-.o.-.
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul -_'.'_-_-.'.:.:-.0:.0.'
sebesar Rp158.550.339.216,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan IR
program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan e

realisasinya sebesar Rpl145.469.570.805,- atau sebesar 91,75%.

Alokasi anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-

program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah
sebagai berikut:

Sasaran 2

Sasaran 2
12,431,845,492 1,241,601,660

Anggaran Realisasi

Sasaran 1

Sasaran 1
146,118,493,724 134,227,969,145

Keterangan:

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Gambar 33. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025




LAPORAN KINERJA 82

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan
anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana publik dengan besaran anggaran 92,16%% dari total belanja. cececcee
Sedangkan, anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan Y

. . . c + . e ® ®© 0 ggge00
permukiman sebesar 7,84% dari total anggaran belanja. c ot %%%00 00

Penyerapan belanja pada tahun 2025 sebesar 91,75% dari total anggaran TR T R
s s0o00000

belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja seseemeee
telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Treeees

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada
program/kegiatan di IKU Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 93,75%, sedangkan
penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di Rasio bangunan gedung
yang laik fungsi sebesar 84,62%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka
sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik menyerap anggaran paling
besar yaitu 91,86%. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
menyerap anggaran terkecil yaitu 90,43%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan
sebagai berikut:

Tabel 15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Kinerja Anggaran

Target | Realisasi % Target (Rp) | Realisasi (Rp)| %

1 Tingkat 79,66 65,87 82,69| 79.766.536.522| 74.782.513.875| 93,75
Kemantapan Jalan
2 Rasio bangunan 0,55 2,33 423,64| 8.422.499.352| 7.127.495.004| 84,62
gedung yang laik
fungsi

3 Rasio luas daerah 81,45 84,68 103,97 20.240.241.294| 17.273.800.786| 85,34
irigasi
kewenangan
kabupaten/kota
yang dilayani oleh
jaringan irigasi

4 Penduduk 90,75 90,91 100,18| 18.918.285.942| 17.458.634.054| 92,28
berakses air
minum layak

5 Penduduk 96,95 92,36 95,27| 18.770.930.614| 17.585.525.426| 93,68
berakses sanitasi
layak

6 Penanganan 56,25 56,60 100,62| 12.431.845.492| 11.241.601.660| 90,43
kawasan kumuh

No |Indikator Kinerja

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026
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EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 8,25% dari total anggaran belanja
yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan

akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah = -

ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada
program/kegiatan di IKU Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar
15,38%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU
Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 6,25%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran
per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman,
memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 9,57% dari anggaran.
Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik, efisiensi
anggarannya lebih kecil yaitu 8,14% dari anggaran.

83

e o 0o 000 00O
e o o000 000

Efisiensi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan
dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:
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Tabel 16. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Anggaran freeeces
Kinerja Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi (Rp) % Lttt Gl e e

1 Tingkat 79.766.536.522| 74.782.513.875| 4.984.022.647 6,25 C %0000
Kemantapan C e ele00 00
2 Rasio 8.422.499.352| 7.127.495.004| 1.295.004.348 15,38 PRI A
bangunan csecec0000
gedung yang LSS
laik fungsi

3 Rasio luas 20.240.241.294| 17.273.800.786( 2.966.440.508 14,66
daerah
irigasi
kewenangan
kabupaten/k
ota yang

4 Penduduk | 18.918.285.042| 17.458.634.054| 1.459.651.888 7.72
berakses air
minum layak

5 Penduduk 18.770.930.614| 17.585.525.426| 1.185.405.188 6,32
berakses
sanitasi
layak

6 Penanganan | 12.431.845.492| 11.241.601.660| 1.190.243.832 9,57
kawasan
kumuh

No

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ini, kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berhasil
mencapai tingkat Efisiensi Anggaran dengan angka realisasi 91,75%. Dengan rata-
rata pencapaian kinerja sebesar 150,95% dan hanya menggunakan 91,75% dari total
pagu anggaran. Terdapat penghematan sebesar Rp13.080.768.411,- yang sebagian
besar bersumber dari selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran kegiatan
konstruksi dengan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
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Keberhasilan efisiensi anggaran dan sumber daya ini tak lepas dari beberapa

faktor pendorong sebagai berikut : frsecene

1). Dukungan penuh dari pimpinan puncak dalam menegakkan disiplin .'_'j':':°:°:0:o:o:o.
anggaran dan kebijakan penghematan, C -."'.::.-.o.o.
2). Aparatur yang kompeten, memiliki integritas, dan loyalitas tinggi menjadi '_'.'.'_':-:o:':.'.‘.'
kunci dalam mengelola dana secara bijaksana dan inovatif, LU,
3). Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengaitkan setiap biaya LN,

dengan target output yang jelas membantu menghindari alokasi dana pada
kegiatan yang tidak produktif,

4). Digitalisasi melalui sistem seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan
kebocoran anggaran,

5). Melibatkan staf dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan rasa tanggung
jawab dan kontribusi ide dalam penghematan operasional,

6). Melakukan analisis varians secara berkala untuk membandingkan realisasi dengan
pagu anggaran guna mengidentifikasi potensi pemborosan lebih dini.
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ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT DENGAN
PENGARUSTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender (PUG) diamanatkan melalui Inpres 9 Tahun 2000 - "T'_"_f.:.::.'.'.'.
untuk menintegrasikan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan o ."..0.0.0.0...0
evaluasi kebijakan Pembangunan nasional. Strategi ini bertujuan mengatasi .. . * %, %% e e’
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Pembangunan IR
antar Perempuan dan laki-laki. rreeees

Seiring dengan perkembangan, PUG tidak hanya berfokus pada kesenjangan gender
tetapi juga mendorong inklusi sosial bagi kelompok marginal, seperti anak-anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas, Masyarakat adat dan kelompok lainnya guna
menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Pada Tahun 2025, DPUPKP telah mengidentifikasi 10 subkegiatan yang mendukung
pelaksanaan PUG dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.73,196,102,859,-
Rincian alokasi tersebut meliputi:




Tabel 17. Alokasi Anggaran Responsif Gender Tahun 2025
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Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

DPUPKP terus mendorong anggaran responsif gender dengan melakukan
inventarisasi kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung pengarusutamaan
gender di sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul.

REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
NO MAMA KEGIATAN / PEKERIAAN ANGGARAN INDIKATOR KINERIA SATUAN TARGET Ww. e0 00O
i | 2 | 0 | [ Il 5 | 0 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantal Wil Su dalam 1
. " i Jumlah Sumiur Air Tanah untuk
1 [Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanzh 58,225,000 | Air Baku yang Diopesasikan dan | Titik 1 1 100 57,603,500
untuk Air Baku M
Dipelihara
— ’ Panjang Bangunan Perkuatan
2 |Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 4,268,331,135 Tebing yang Direhabilitas Lo 0.60 0.70 117 3,599,941,800
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam
3 |Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 3,321,225,000 :;’r'fl“;a’”i”“” Irigasi m 0.90 1.20 133 2,828,440,375 | B5.16
I Panjang
I 7 :
4 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 9,310,843,055 Permukaan yang Dirshabilitasi m 170 5.20 306 7.656,375,291 | 62.23
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabu
Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Panilang Jarl Irigasi Ba
5 |Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan 5,126,800 | rhabiliasi | Gedung. 7 7.00 100 339,601,500 |  98.40
|Strategis Daerah Kabupaten,/Kota ermukaan yang Uirenabilitase edung
Jumlah Dokumen Pembangunan,
Pernbangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pemanfaatan, Pelestariaan dan
& |Pemboengkaran Bangunan Gedung untuk 6,529,988,500 |Pembongkaran Bangunan Dolumen i 2.00 100 5,333,917,450 | Bl.68
Kepentingan Strategis Dacrah Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Penerbitan Persetujuan
Pemyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Bangunan Gedung [PEG), Sertifikat Laik Fungsi Zertifikat Laik Fungsi [SLF], Surat
[5LF], Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Bukti Kepemilikan Bangunan
‘Gedung (SBXBG), Rencana Teknis Gedung (SBKBG), Rencana Teknis
’ Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim ATARLL0E Pembangkaran Bangunan Cakumen a0 250000 15 462,593,306 b
Profesi Ahli (TPA], Tim Penilai Teknds [TPT), Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli
Panilik, dan Pendataan Bangunan Gedung (TPA], Tim Penilai Teknis [TPT),
melalui SIMBG Penillk, dan Pendataan Bangunan
Gedung melalsi SIMBG
PROGRAM PENYELENGGARAAM JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kab [Kota
& |Rehabilitasi Jembatan 7,904,105,500 | umlah Jembatan yang lembatan 3 3 100 7,317,387,500 | 9258
Direhabilitasi
3 |Rehabilitasi Jalan 41,370,514,251 | Fanjang Jalan yang Dirchabilitasi | km 101 40 35 38,397,475,557 | 9281
10 |Pemeliharaan Rutin Jalan 7,553,676,604 | Falang daban yang Gipetara |, 12 12 100 7,197,360,120 | 95.28
Secara Rutin
TOTAL £1,137,348,193 73,196,102,859 | 90.21
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KEGIATAN LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten

Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna

untuk kesejahteraan masyarakat, maka DPUPKP Kabupaten Bantul Ikut

mendukung kegiatan lintas sektor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Inventarisasi Kegiatan Lintas Sektoral
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® o 00000
* o 0o 00000
c e 0000000

e o o000 000
e o o 0 0 00

Kegiatan Lintas

Kontribusi Para Pihak

Output Kelompok Sasaran

Manfaat
Sektoral
No. Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran
1 Penyediaan Kementerian PU | Membangun infrastruktur Rumah tangga Masyarakat Masyarakat
akses air minum penyediaan air minum berakses air mempunyai
DPUPKP Membangun infrastruktur
penyediaan air minum
PDAM Mengelola sistem
perkotaan atau wilayah
DPMK Memberdayakan
PAB/Pamsimas dalam
Dinas Advokasi dan edukasi
Kesehatan tentang PHBS kepada
PAB/Pamsimas Mengelola air minum di
perdesaan atau wilayah
Kalurahan Pendampingan Pamsimas
2 Penyediaan Kementerian PU | Membangun infrastruktur Rumah tangga Masyarakat Masyarakat
akses sanitasi pengelolaan air limbah berakses mempunyai

DPUP ESDM DIY

Mengelola dan SPALD
Terpusat dan IPLT

Membangun infrastruktur

DPUPKP

pengelolaan air limbah
Dinas Advokasi dan edukasi
Kesehatan tentang PHBS kepada
Dinas Pengelolaan limbah dan
Lingkungan sampah
Sanimas Pengelolaan IPAL Komunal
(Sanitasi
Kalurahan Pendampingan Sanimas
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[ J
Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran °.'.
Kegiatan Lintas Manfaat 0 o
Sektoral oo o
No. Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran eo oo
oo e
LY
3 Peningkatan Kementerian PU | Pembangunan, rehabilitasi | Akses jalanyang | pasyarakat Aktivitas .'.'
akses jalan yang dan pemeliharaan jalan mantap masyarakat °
(]
DPUP ESDM DIY | Pembangunan, rehabilitasi
dan pemeliharaan jalan
DPUPKP Pembangunan, rehabilitasi
dan pemeliharaan jalan
Dinas Optimalisasi dan
Perhubungan Manajemen Lalu Lintas
POLRES Optimalisasi dan
Manajemen Lalu Lintas
4 Penyediaan Kementerian PU Pembangunan infrastuktur Akses air irigasi Petani Akses air irigasi
kebutuhan air sumber daya air bagi petani yang lancar,
DPUP ESDM DIY | Pembangunan infrastuktur
sumber daya air
DPUPKP Pembangunan infrastuktur
sumber daya air
DKPP Pemberdayaan petani,
kelompok tani dan
5 Penyediaan Kementerian PU | Penyediaan prasarana Akses layanan Masyarakat Masyarakat
infrastruktur perijinan PBG/SLF berbasis publik dalam memperoleh
DPUPKP Fasilitasi rekomendasi
perijinan PBG/SLF
DPMPTSP Pengelolaan dan
pemrosesan perijinan
DPTR Fasilitasi rekomendasi
perijinan terkait tata ruang
DLH Fasilitasi rekomendasi
perijinan terkait aspek
Diskominfo Fasilitasi rekomendasi

perijinan PBG/SLF untuk
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Kegiatan Lintas

Kontribusi Para Pihak

Output Kelompok Sasaran

Manfaat
Sektoral
No. Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran
6 Penanganan Kementerian Penanganan kawasan Akses Masyarakat Masyarakat
kawasan kumuh PKP kumuh kewenangan pusat masyarakat mempunyai

DPUP ESDM DIY

Penanganan kawasan
kumuh kewenangan

DPUPKP Penanganan kawasan
kumuh kewenangan

DPMK Pemberdayaan masyarakat
kalurahan dalam rangka

Dinas Advokasi dan edukasi

Kesehatan tentang PHBS kepada

Dinas Sosial Pengelolaan dan
penyediaan data

Kalurahan Penanganan kawasan

kumuh kewenangan pusat

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026
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Laporan kinerja DPUPKP Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan

transparansi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan amanah BRI
untuk mengelola infrastuktur dan kawsan permukiman di Kabupaten e e e e e e
Bantul. Laporan kinerja telah menguraikan target kinerja yang telah Y ':”':.','.'.’,’.
ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapiserta . . .. *2° % % e o
upaya yang telah dilakukan serta kinerja anggaran. LTI

DPUPKP telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-
sasarannya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah
tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata
tercapai sebesar 150,95% sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan 113,81% sesuai
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Keberhasilan pencapaian sebagian besar indikator kinerja utama mencerminkan
semakin kuatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan
anggaran yang selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Implementasi penguatan tata kelola, reformasi birokrasi, serta perbaikan
berkelanjutan dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja telah
mendorong meningkatnya kualitas capaian kinerja DPUPKP secara menyeluruh.
Meskipun demikian, DPUPKP menyadari masih terdapat tantangan dan ruang
perbaikan yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis.

Oleh karena itu, pada periode selanjutnya DPUPKP berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas belanja yang berdampak langsung pada pencapaian
sasaran strategis, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis
kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan data, inovasi, dan teknologi informasi
dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat akan
terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan dan perluasan manfaat
pembangunan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Bantul.
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Ke depan, hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 akan dijadikan dasar dalam

penyusunan kebijakan dan perbaikan program agar pelaksanaan ceeesee
pembangunan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat semakin SUSSSS S
adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen tersebut, .:..0:0:0:0:0.
DPUPKP optimistis dapat terus meningkatkan kinerja organisasi serta ) :... X
memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunanvf-;-;-'--'.::.:o:-:-:o.
nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. AP

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus
sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada
tahun-tahun mendatang.
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	Sumber : RPJMD 2021 - 2026
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	Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :
	Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
	Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
	Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
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	LAPORAN KINERJA
	PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
	INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA
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	2024
	64,98  (81,99% dari target)
	Capaian 2025
	79,66
	65,87
	82,69
	Target 2026

	80,07
	65,87
	82,27
	Gambar 7. Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Tahun 2025 (%)
	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 79,66%, realisasi sebesar 65,87%, tercapai 82,69% atau bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 81,99% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 0,7%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 80,07%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 82,27% dari target akhir Renstra tahun 2026.
	Pada tahun 2025, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan sesuai gambar di bawah ini.
	31,847 km
	3 unit
	235 km

	Gambar 8. Penanganan Jalan Kabupaten pada Tahun 2025
	Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bantul sebesar 65,87% ini,  masih jauh di bawah capaian kondisi jalan mantap pada jalan nasional di DI Yogyakarta sebesar 97,83% dan kondisi mantap jalan propinsi di Kabupaten Bantul sebesar 69,782%. Diperlukan strategi dan percepatan untuk mengejar ketertinggalan penanganan jalan di Kabupaten Bantul.
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	IK S.S. 1.2 Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
	Definisi Merupakan Proporsi bangunan gedung non-residensial (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang dinyatakan laik fungsi berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan. "Laik fungsi" berarti bangunan tersebut memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan indikator ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dengan jumlah keseluruhan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Bantul, dikalikan 100 persen.
	Penetapan suatu Gedung laik fungsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Sertifikat laik fungsi atau SLF. SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu gedung yang telah selesai masa pembangunannya. Pemerintah akan menerbitkan SLF apabila bangunan tersebut rampung dibangun mengikuti persyaratan kelaikan teknis yang sesuai dengan fungsi serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
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	2024
	1,32  (263,78% dari target)
	Capaian 2025
	0,55
	2,33
	423
	Target 2026

	0,60
	2,33
	387,75

	Gambar 10. Capaian Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi (%)
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	IK S.S. 1.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
	Definisi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang mendapatkan layanan jaringan irigasi (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) dengan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tersebut (umumnya hektar). Indikator ini mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan irigasi.

	Analisis Capaian
	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81,45%, realisasi sebesar 84,68%, tercapai 103,97% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,57% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 4,4%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,81%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,51% dari target akhir Renstra tahun 2026.
	Dibandingkan dengan capaian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) yang berupa Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 99,22%, capaian Kabupaten Bantul jauh lebih tinggi. Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional dalam penyediaan infrastruktur irigasi karena indikator yang digunakan berbeda yaitu volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
	2024
	80,74 (99,57% dari target)
	Capaian 2025
	81,45
	84,68
	103,97
	Target 2026

	81,81
	84,68
	103,51


	Gambar 12. Capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)
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	Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan total luas 8.634 Ha.
	Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 7.311,27Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 84,68%
	Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi permukaan. Data penanganan jaringan irigasi Tahun 2025 seperti tercantum pada Gambar 13 berikut ini.
	473,55Ha

	6.502,28Ha
	Gambar 13. Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)
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	Gambar 15. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)
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	Gambar 18. Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan  Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)
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	Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2021 - 2025
	Penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan akses penduduk terhadap air minum layak ini didukung oleh pembangunan infrastruktur penyediaan air minum dengan pelibatan berbagai stakeholder terkait. Secara rinci data penduduk berakses air minum layak Tahun 2021 - 2025 tercantum pada Gambar 19.
	Data akses air minum layak Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 90,91% lebih rendah dibandingkan capaian akses air minum layak nasional sebesar 93,22%, dan capaian akses air minum layak Pemda DIY sebesar 97,33%.
	Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Program ini telah dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
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	Gambar 21. Data Peningkatan/Perluasan SPALD  Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)
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	Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025
	Tren penduduk berakses sanitasi layak dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan angka yang fluktuatif. Penurunan dan kenaikan angka penduduk berakses sanitasi layak ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Bantul masih sangat tergantung dengan anggaran dari pusat. Salah satunya melalui Dana ALokasi Khus (DAK). Secara rinci tercantum pada Gambar 22.
	Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro.
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	Gambar 24. Data Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 (Ha)
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	Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2022 - 2025
	Tren penanganan kawasan kumuh dalam 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini didukung oleh komitmen SDM pelaksana kegiatan, adanya dukungan anggaran dari luar APBD dan adanya kolaborasi dengan Perangkat Daerah lain dalam penanganan kawasan kumuh. Secara rinci tercantum pada Gambar 25.
	Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan  lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum clean and clear sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.
	Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat, Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh".

	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
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	Analisis Capaian
	Capaian indikator kinerja penanganan kawasan kumuh adalah 56,60% dari target 59,36% atau tercapai 95,35% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 56,60% dari target akhir Renstra tahun 2030. Capaian tahun ini sebesar 95,35% turun sebesar 81,60% dari capaian tahun 2024 sebesar 176,95%.
	2024
	56,04 (176,95% dari target)
	Capaian 2025
	59,36
	56,60
	95,35
	Target 2030

	100
	56,60
	56,60


	Gambar 27. Capaian Kinerja Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)
	Capaian indikator ini terlaksana melalui program: 1) Program Pengembangan Perumahan, 2) Program Kawasan Permukiman, 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan 4)    Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah berhasil menangani beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul.
	Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan  lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum clean and clear sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.
	Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat, Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh".

	Upaya perbaikan Indeks Pemerataan Infrastruktur merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah sehingga akses dan kualitas layanan infrastruktur menjadi lebih merata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan : 1). Penyusunan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, 2). Penentuan prioritas pembangunan pada wilayah yang masih tertinggal, 3). Peningkatan sinergi antar sektor infrastruktur, 4). Pemanfaatan data dan teknologi informasi, 5). Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemerintah desa, 6). Optimalisasi dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, dan 7). Peningkatan pemeliharaan infrastruktur.
	Upaya perbaikan kinerja rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan serta pengelolaan limbah domestik yang aman. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Peningkatan pembangunan sarana sanitasi layak, 2). Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, 3). Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, 4).  Pemberian bantuan stimulan pembangunan sanitasi, 5). Penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat, 6). Integrasi program sanitasi dengan program permukiman, dan 7). Penguatan pendataan dan monitoring sanitasi.
	Upaya perbaikan kinerja indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan bangunan, dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat, serta berada pada lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, 2). Pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 3). Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman, 4).  Penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh, 5). Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, 6). Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dan 7). Peningkatan pendataan dan monitoring kondisi perumahan.
	Upaya perbaikan kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan yang memperoleh layanan air minum berkualitas melalui jaringan perpipaan secara berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan air minum, 2). Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM), 3). Peningkatan kualitas pengelolaan layanan air minum, 4).  Integrasi pembangunan air minum dengan pengembangan kawasan permukiman, dan 5).  Penguatan koordinasi dan dukungan pendanaan pembangunan
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